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TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk
meningkatkan dibidang penanggulangan bencana agar lebih
mudah, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan,
perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai Langkah
kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan
melaksanakan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Xeputusan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
Undang-Undarg Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Dan Pengelolaan Bantuan Bencana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34};




7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Betanja Tidak Terduga
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;
KESATU : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam

. Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP};

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

3. SOP Penerbitan KP4

4. SOP Surat Tugas Dan Sppd Pegawai

S. SOP Pengajuan SPP-LS Gaji;

6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
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SOP Pengajuan SPP-UP-TU-GU;
SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
. BOP Distribusi Bantuan Saat Tanggap Darurat Bencana
10. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana;
11. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana ;
12. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dan

Rehabilitasi;
13. SOP Penyusunan Laporan Pasca Bencana;dan
KETIGA : SOP merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi
dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
KEEMPAT : SOP Sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran menjadi bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kelima : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal |& ABusTus 2027

tﬁngﬁi‘ﬁﬁmm MOUTONG,
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SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU
Tembusan :
1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
S. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
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NOMOR : BCO -4
TANGGAL (5 - o427
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama SOP PENGAIJU

| Nomor SOP B ;| 8°%° /90 7 sex T
Tanggal Pembuatan ;|15 Agustes 2037
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan :
Disahkan Qleh KEPALA PELAKSANA

SEKRETARIAT BPBD- SUB BAGIAN KEUANGAN

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum . .
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di

i n Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Il;e]:?rl\(:r?c?:gri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolagn I(euangap Daereh ‘
3. PMK No 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemctongan i‘-_’a]ak Penghasilan Pasal_ 21 Bagi
Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas ?enghasnan yang
menjadi Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah

2. Memiliki kemampuan membuat daftar gaiji

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepegawaian

: Peralatan/ ﬁerlengkap—arn_

Keterkaitan

1. Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya
P 2. Daftar Gaji Pegawai
. 3. Form SPP dan SPM LS Gaji

Pencatatan dan Pendataan

ingatan :
.Ti:;mpgenilsunan SPP LS Gaiji tidak dilaksanakan sesual SOP maka mengganggu pelaksanaan

kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerai.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen Daftar Gaji Pegawai
3. Dokumen SPP dan SPM LS Gaii
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1. | Pembuatan Perincian Data Penerimaan . ?u y k ata
Gaji di lanjutkan dengan Pembuatan SPP kepegawaian Pegawai Untu
Gaji dan Penandatangan form SPP gaji Pengajuan Gaiji
J dan terisi form SPP
LS Gaiji
2. | Menginput SPM LS Gaji Dan Diserahkan ' 1 | Tidak Draf SPP LS Gaji 1Jam - | Ternputnya SPM
Gaji
Ke Kasubag Keuangan ' i
3 | Memverifikasi SPP/SPM Gaji, menguiji Draf SPP LS Gaji | 30 Menit | Terverifikasi Draft ]
kelengkapan dan menandatangi =Y SPP LS dan Gaji
a
1 |
3. | Menyerahkan SPM LS Gaji ke Kepala Draf SPPLS Gaj | 15 Menit | Tersusunnya Draft
. enyel
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' Gaj
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PP 0 Menit PP PM L
4. | Memeriksa Kesesuain Berkas SPP dan SPM | l Draft S c-ilan enit | S “ dan SPM LS
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KBUPATI PARIGI MOUTONG,
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‘RIZAL TOMBOLOTUTU




